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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya Pemerintah Daerah dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Hulu Sungai Utara 

adalah:  

a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1) Adanya pembangunan laboratorium guna pengelolaan sumber air 

minum; 

2) Membuat peraturan dinas terkait sumber daya alam yang baru 

ditangani yaitu sumber air minum. 

b. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Hulu Sungai Utara 

1) Mendisiplinkan para petugas candi agung; 

2) Mendisiplinkan para pengunjung dengan adanya sanksi yang dilanggar 

sesuai peraturan; 

3) Penambahan sarana dan prasarana buat keluar masuknya pengunjung 

agar terhitung sesuai dengan nyatanya; 
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4) Melakukan perluasan parkir dan perluasan jalan tempat wisata candi 

agung; 

5) Meningkatkan peran dari masyarakat becak guna kesejahteraan 

masyarakat; 

6) Mencari seorang konsultan pariwisata dalam pengelolaan awal di 

kerbau rawa; 

7) Melakukan pengembangan pemasaran terkait tempat pariwisata. 

c. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1) Pengadaan obat-obatan dan sosialisasi terkait hama penyakit ikan; 

2) Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pengawas sumberdaya 

perikanan; 

3) Meningkatkan teknologi perikanan; 

4) Mengusahakan dengan cara membantu penyediaan sarana dan 

prasarana para nelayan; 

5) Pembangunan tempat balai benih ikan dan gudang dingin ikan; 

6) Pengoptimalan kerja dari sumber daya manusia. 

d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1) Membantu dalam permodalan kredit ke Bank; 

2) Pembangunan tempat balai penyuluh pertanian perkecamatan; 

3) Meningkatkan pertanian usaha rakyat; 

4) Pembinaan dibidang teknis penyuluhan; dan 

5) Mengusahakan pengoptimalan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan masyarakat. 
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6) Melakukan bidang pemasaran hasil dari pertanian; 

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten 

Hulu Sungai Utara yaitu: 

a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1). Belum terkelolanya laboratorium sumber air minum; 

2). Belum ada kebijakan peraturan dari kepala dinas. 

b. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Hulu Sungai Utara 

1) Sarana dan prasarana yang masih terbatas; 

2) Kurangnya kedisiplinan para pengawas (pegawai kantor); 

3) Belum terkelolanya pariwisata kerbau rawa dikarenakan belum adanya 

konsultan pariwisata. 

c. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1) Kondisi daerah yang rawa; 

2) Tidak memiliki lahan irigasi. 

d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1) Kondisi daerah yang rawa; 

2) Sumber daya manusia; 

3) Pemikiran masyarakat desa masih  berpikir klasik; 

4) Keterbatasan modal. 
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B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Daerah Khususnya Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas 

Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 

Lingkungan dan Lingkungan Hidup serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Periwisata lebih memperhatikan kendala yang dapat 

membuat terhambatnya peningkatan pendapatan asli daerah guna untuk 

kedepannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

2. Kepada Pemerintah Daerah Khususnya Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas 

Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 

Lingkungan dan  Lingkungan Hidup serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Periwisata harus memperhatikan dan meningkatkan 

pendapatan asli daerah dengan kerja sama dengan instansi yang lain.  

3. Kepada Pemerintah Daerah Khususnya Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas 

Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 

Lingkungan dan Lingkungan Hidup serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Periwisata harus mempunyai terobosan baru untuk 

peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan hasis masyarakatnya. 
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